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The problem of environmental pollution is 

increasingly in the spotlight and global. The 

system adopted in criminal law on environmental 

pollution is a system of criminal responsibility 

based on mistakes. Corporate crime can emerge 

along with the advancement of economic 

development. Corporate crime is not new, but 

something that has happened frequently and 

alternated from time to time. Currently, 

corporations are included in the category of legal 

subjects so that they can be subject to criminal and 

civil sanctions. The doctrinal legal research used 

has the aim of analyzing environmental 

regulations associated with corporations that 

pollute. UU no. 32/2009 Protection and 

Management of the Environment as a legal 

umbrella mentions the environment as a unitary 

space with all objects, styles, conditions, and 

organisms, including humans and their behavior 

that affect nature itself, survival, livelihoods and 

welfare of humans and other living things. Losses 

from environmental pollution are not only in one 

area but can spread to the surrounding area with 

a fantastic total value of losses. environment for 

sustainable development. It was concluded that 

corporations as perpetrators of criminal acts of 

corruption in environmental pollution cases, must 

receive stricter laws than at present, considering 

that the impact of this corruption is quite large and 

also causes large costs to repair damaged 

environmental returns, not to mention if it is 

associated with environmental damage. social. 
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Masalah pencemaran lingkungan hidup semakin 

menjadi sorotan dan mengglobal, Sistem yang dianut 

dalam hukum pidana pencemaran lingkungan yaitu 

sistem pertanggungjawaban pidana yang didasari 

pada kesalahan. Corporate crime dapat muncul seiring   

majunya perkemabngan ekonomi. Kejahatan 

korporasi bukan hal baru, melainkan suatu hal yang 

sudah sering terjadi dan silih berganti dari masa ke 

masa. Saat ini korporasi telah masuk dalam kategori 

subyek hukum sehingga dapat dikenai sanksi pidana 

maupun perdata. Penelitian hukum  doktrinal yang 

digunakan memiliki tujuan untuk menganalisis,  

peraturan tentang lingkungan hidup dikaitkan dengan 

korporasi yang melakukan pencemaran. UU  No. 

32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup sebagai payung hukum menyebutkan 

lingkungan kesatuan ruang dengan semua benda, 

gaya, keadaan, dan organisme, termasuk manusia dan 

perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan hidup, mata pencaharian dan 

kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Kerugian atas pencemaran lingkungan hidup  bukan 

hanya pada satu daerah saja namun dpat melebar ke 

kawasan sekitarnya dengan total nilai kerugian yang 

fantastis, hal ini membutuhkan ketegasan pemerintah, 

terutama di Indonesia yang disatu sisi berusaha 

memajukan perekonomian dan investasi, namun disisi 

lain memerlukan instrumen hukum untuk menjaga 

lingkungan hidup, agar pembangunan 

berkesinambungan. Disimpulkan bahwa korporasi 

sebagai pelaku tindak pidana korupsi  pada perkara 

pencemaran lingkungan , haruslah mendapat hukum 

yang lebih tegas daripada saat ini, mengingat dampak 

dari korupsi ini cukup besar dan menimbulkan biaya 

yang besar pula untuk memperbaiki Kembali 

lingkungan yang rusak, belum lagi jika dikaitkan 

dengan rusaknya lingkungan sosial. 
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PENDAHULUAN 
Lingkungan memiliki definisi sebagai ‘segala ‘sesuatu ‘yang ‘mengelilingi 

‘suatu ‘organisme ‘dan ‘mempengaruhi perkembangan kehidupan. Semua yang 
berada pada lingkungan sekitar kita seperti sumber daya alam yaitu air, tanah, 
hewan, tumbuhan, udara, energi matahari, dan lain-lain. Adanya pencemaran 
lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, mengancam kesehatan 
masyarakat, mengancam kelestarian lingkungan, dan menurunnya daya dukung 
lingkungan. Lingkungan terdiri dari sumber daya biotik dan abiotik yang kedua-
duanya penting bagi manusia. 

Masalah lingkungan semakin menjadi sorotan dan mengglobal, 
‘pengawasan ‘dan pengolahan ‘lingkungan ‘hidup ‘menjadi ‘faktor ‘penentu 
‘keberhasilan ‘dari ‘kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah, masyarakat 
pedagang, pembisnis, dan semua masyarakat secara bersama-sama harus 
memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sistem yang dianut 
dalam hukum pidana pencemaran lingkungan yaitu sistem 
pertanggungjawaban pidana yang didasari pada kesalahan yang dilakukan dan 
disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ‘Konsep 
“‘pertanggungjawaban” ‘dalam ‘hukum ‘pidana ‘merupakan ‘konsep ‘sentral ‘yang 
dikenal s‘ebagai d‘oktrin k‘esalahan. Doktrin tentang kesalahan dalam bahasa 
latin disebut mens rea. Mens rea mendasarkan pemikiran bahwa perbuatan tidak 
dapat mengakibatkan seseorang dianggap bersalah, kecuali jika memang pikiran 
orang itu jahat. (Mahrus, A., 2015, p.155)  
 Tanggung jawab pidana didefinisikan sebagai tanggung jawab individu 
untuk tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidanya adalah 
suatu metode yang diciptakan oleh hukum pidana yang berfungsi untuk menjera 
terh‘adap pelan‘ggaran atas tindakan men‘olak hukum t‘ertentu. M‘enurut 
p‘endapat S‘udarto, d‘ipidananya s‘eseorang t‘idaklah c‘ukup a‘pabila o‘rang 
tersebut t‘elah m‘elakukan tindakan yang mel‘awan h‘ukum. Melawan hukum 
merupakan tindaskan yang tidak benar, tetapi hal tersebut memenuhi suarat 
penjatuhan hukuman terhadap terpidana. Dasar pemidanaan memerlukan 
syarat, yaitu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat 
dinyatakan bersalah. (Mahrus, A., 2015, p.155). 
 Kes‘al‘ahan m‘‘erupakan p‘enyimpangan d‘ari y‘ang b‘enar atau 
penyimpangan dari yang telah ditetap‘kan. (Kamirullah, 2017) Selanjutnya 
kesalaha‘n m‘erupakan b‘entuk p‘enyimpangan t‘erhadap prosed‘ur y‘ang ada (asas 
legalitas). (Utari, E.D., 2019, p.9) Legalitas merupakan asas kesalahan yang 
merupakan asas mendasar dalam hukum pidana. Asas kesalahan ini telah diakui 
dalam UU No 47 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (2) mengenai “Kekuasaan Kehakiman” 
yang berbunyi “Tia‘da se‘orang j‘uapun d‘apat d‘ijatuhi p‘idana, k‘ecuali a‘pabila 
Pengadil‘an, k‘arena a‘lat p‘embuktian y‘ang s‘ah m‘enurut u‘ndang-undang, m‘endapat 
k‘eyakinan, b‘ahwa y‘ang d‘ianggap d‘apat b‘ertanggungjawab, t‘elah b‘ersalah atas 
p‘erbuatan y‘ang d‘ituduhkan k‘epada dirinya”. (Utari, E.D., 2019, p.206) 

Seseorang yang memiliki kondisi batin yang normal, sehat, dan 
mempunyai akal dalam membedakan baik dan buruknya suatu hal merupakan 
perwujudan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab 
didasarkan pada 2 faktor: yaitu faktor kehendak dan faktor akal. Kehendak 
adalah kemampuan seseorang dapat menyesuaikan tindakannya dengan 
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kesadaran sesuatu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Sedangkan 
akal adalah situasi dimana seseorang mampu membedakan perbuatan yang 
diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang. 
 Korporasi menurut Subekti dan Tjitrosudibo corporatie atau yang disebut 
korporasi adalah perseorangan yang merupakan badan hukum. (Chaidir, A., 
1991, p.14) Selain itu, menurut Jowitt’s dalam Adriano bahwa korporasi adalah 
suatu kumpulan ataupun serangkaian orang yang memiliki hak-hak dan 
kewajiban hukum serta mempunyai estimasi eksistensi yang berbeda dari 
seseorang dari waktu ke waktu. Korporasi dikenal sebagai suatu badan politik. 
Korporasi memiliki karakter ilusi yang berbeda dari para anggotanya. (Adriano, 
2013, 334-335) 

Corporate crime dapat muncul seiring makin majunya kegiatan 
tekonologi dan perekonomian. Kejahatan korporasi bukanlah suatu hal yang 
baru, melainkan suatu hal yang sudah cukup sering terjadi dan silih berganti dari 
tahun ke tahun. Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi saat 
ini diikuti pula dengan berkembangnya tindak kejahatan dan menjadi lebih 
kompleks. (Heffinur, 2014, p.134) Selain itu, kejahatan korporasi dalam hukum 
perdata yaitu badan hukum; sedangkan dalam hukum pidana korporasi 
merupakan bentuk badan hukum atau bukan badan hukum (badan usaha tidak 
berbadan hukum/ perseorangan), yang dapat saja melakukan tindakan yang 
dilakuk‘an o‘leh s‘ekelompok o‘rang a‘tas n‘ama b‘adan u‘saha d‘engan t‘ujuan 
t‘ertentu s‘ecara m‘elanggar h‘ukum y‘ang d‘apat d‘ikenakan s‘anksi pidana. 
(Kristian, 2014, p. 553). Jumlah korporasi yang meningkat sebagai dampak global 
menciptakan perhatian terhadap pencemaran lingkungan. Bidan ‘g 
p‘ertambangan, i‘ndustri, p‘erdagangan, p‘emanfaatan s‘umber d‘aya a‘lam l‘ain-
lain, dan hampir semua bidang usaha memiliki potensi mencemarkan atau 
merusak alam atau lingkungan. Realita yang terjadi sekarang ini menyadarkan 
kita bahwa korporasi semakin memiliki pe ‘ranan p‘enting d‘alam k‘ehidupan 
m‘asyarakat.  
 P‘rinsip p‘ertanggungjawaban k‘orporasi di Indonesia t‘idak d‘iatur d‘alam 
KUHP, t‘etapi d‘iatur dalam Undang Undang yang sifat peraturannya khusus. 
Pada Pasa‘l 59 KU‘HP m‘enentukan b‘ahwa s‘uatu p‘idana d‘apat d‘iberikan k‘e‘pada 
seseorang dan pengurus yang ikut ambil bagian pada kejahatan. Yang dianggap 
pelaku kejahatan dilakukan oleh ko ‘rporasi adalah semua yang menjadi 
pengurus korporasi. Akan tetapi, korporasi tidak dapat dinyatakan sebagai 
pela‘ku t‘indak p‘idana k‘arena y‘ang m‘emiliki k‘edudukan s‘ebagai t‘ersangka 
d‘alam k‘etentuan K‘UHP a‘dalah m‘ereka y‘ang menjalankan aksi p‘idana s‘ecara 
n‘yata, s‘edangkan k‘orporasi tid‘ak m‘elakukan p‘erbuatannya s‘ecara nyat‘a. 
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahannya ya‘itu b‘agaimana p‘engaturan 
k‘orporasi d‘alam t‘indak p‘idana pencemaran l‘ingkungan d‘an b‘agaimana 
t‘anggung j‘awab k‘orporasi yang telah mengakibatkan pencemaran lingkungan 
hidup. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 

Lingku‘ngan h‘idup a‘dalah k‘ondisi a‘lam d‘an s‘eisinya y‘ang s‘aling 
m‘empengaruhi.  (Djamin, D, 2007, p.8) Lingkungan adalah suatu kesatuan 



Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) 
Vol. 2, No. 3, 2023 : 203 - 216 

  207 
 

dengan kehidupan para manusia. Lingkung ‘an h‘idup a‘dalah s‘uatu s‘istem di 
dalam kehidupan. Di dalam satu sistem kehidupan ini ada sebuah peran-peran 
dari manusia.(Kurniasih, W, 2022)  Merujuk UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, 
Pasal 1 Ling‘kungan h‘idup a‘dalah k‘esatuan r‘uang d‘engan s‘emua b‘enda, d‘aya, 
k‘eadaan, d‘an m‘akhluk h‘idup, t‘ermasuk m‘anusia d‘an p‘erilakunya, y‘ang 
m‘empengaruhi a‘lam i‘tu s‘endiri, k‘elangsungan p‘erikehidupan, dan 
k‘esejahteraan m‘anusia s‘erta m‘akhluk h‘idup l‘ainnya. Agar kelestarian 
lingkungan terjaga dengan baik, diperlukan pula suatu hukum pidana untuk 
mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban dan memberikan sanksi kepada 
pelaku pelanggaran hukum. Menu‘rut UU PPLH No. 32/2009 m‘enyatakan: 
"L‘ingkungan k‘esatuan r‘uang d‘engan s‘emua b‘enda, gaya, k‘eadaan, d‘an 
organis‘me, t‘ermasuk man‘usia dan p‘erilakunya y‘ang m‘empengaruhi a‘lam i‘tu 
s‘endiri, k‘elangsungan h‘idup, mata pencaharian dan k‘esejahteraan m‘anusia dan 
makhluk hidup lainnya.”(Sunarso, S, 2005, 52) Adanya hukum pidana tindak 
pencemaran lingkungan ini menjadi bentuk perhatian negara pada lingkungan 
sekitar. Dengan begitu, kita dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan 
dan merusak lingkungan setempat. 
 
METODOLOGI 

Berdas‘arkan l‘atar b‘elakang y‘ang t‘ertera d‘iatas, m‘aka r‘umusan masalah 
y‘ang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tanggung jawab 
korporasi pada perkara tindak pidana pencemaran lingkungan ? Rumusan 
masalah yang diambil ini didasari pada kasus yang telah terjadi khusunya pada 
negara Indonesia dan lebih khusus lagi pidana korporasi pada perkara 
pencemaran lingkungan sungai. Metode peneli‘tian y‘ang d‘igunakan a‘dalah 
p‘enelitian h‘ukum/p‘enelitian doktrinal y‘ang bertujuan untuk menganalisis 
secara normatif terhadap dokumen hukum, (E.T.R. Ratnawati & Hartanto, 2020, 
p.125). selanjutnya peraturan tentang lingkungan hidup dikaitkan dengan 
korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan 
 
HASIL PENELITIAN 

Pada April 2019 diberitakan oleh berbagai media online salah satunya 
Jabar.net, memuat perkara limbah berasal dari PT Pindo Deli and Paper Mills.  
Sekretaris DLHK Karawang RD mengatakan Lima bulan kemudian, kontaminasi 
kembali terjadi dilokasi yang sama. Satgas Citarum Harum Sektor 18 dan Dinas 
Lingkungan Hidup Karawang meninjau hal ini, limbah cair harus dibuang 
dengan cara yang mengurangi residu bahan berbahaya. Limbah harus melewati 
instalasi pengolahan limbah sebelum dibuang. Limbah cair kemudian biasanya 
ditempatkan ditangki khusus. “N” mengatakan PT. Pindo Deli Tiga diduga telah 
melanggar UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 

Pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, 
mengancam kelestarian masyarakat, mengancam kesehatan masyarakat, 
mengganggu kenyamanan seluruh masyarakat, serta menurunnya daya dukung 
lingkungan; disisi lain kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada 
sumber daya baik biotik abiotik maupun abiotik. 
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Kesejahteraan dan kelestarian lingkungan diupayakan terus terjaga, 
sehingga memerlukan adanya hukum/regulasi yang mengatur masyarakat agar 
terciptanya ketertiban dan kenyamanan untuk menjerat para pelaku 
pelanggaran hukum. Menu‘rut UU PPLH No. 32/2009, yang m‘enyatakan b‘ahwa: 
“Li‘ngkungan k‘esatuan r‘uang d‘engan s‘emua b‘enda, g‘aya, k‘eadaan, dan 
o‘rganisme, t‘ermasuk m‘anusia d‘an p‘erilakunya y‘ang m‘empengaruhi a‘lam itu 
sendir‘i, ke‘langsungan h‘idup, mata pencaharian dan k‘esejahteraan m‘anusia d‘an 
m‘akhluk h‘idup l‘ainnya.”  

Korporasi berasal dari bah‘asa l‘atin c‘orporare. Corporare s‘endiri pun 
b‘erasal d‘ari k‘ata c‘orpus y‘ang b m‘emberikan b‘adan a‘tau m‘embadankan. D‘ari 
ka‘ta c‘orporatie (Beland‘a) takhirnya d‘iterjemahkan ke d‘alam Bahasa I‘ndonesia 
m‘enjadi k‘orporasi. S‘atjipto R mengataka‘n b‘ahwa korporasi s‘ebagai suat‘u b‘adan 
h‘‘asil c‘ip‘taan h‘uku‘m. ‘Bad‘an huk‘um ya‘ng di‘cip‘takannya i‘tu te‘‘rdiri da‘‘ri 
“corp‘us” dan “a‘nimus” y‘ang d‘iberikan h‘ukum, s‘ehingga m‘embuat b‘adan 
h‘ukum itu m‘empunyai k‘epribadian. O‘leh sebab itu, b‘adan h‘ukum m‘erupakan 
c‘iptaan h‘ukum, k‘ecuali p‘enciptaannya, k‘ematiannya pun j‘uga d‘itentukan o‘leh 
h‘ukum. (Soedjono Dirdjosisworo, S., 1994, p.25) 

Selain itu Sally S. Simpson, memandang kejahatan korporasi sebagai 
bagian dari kejahatan yang dilakukan oleh orang orang tertentu yang 
menyalahgunakan jawabannya untuk sesutau yang menguntungkan bagi 
dirinya sendiri. Ditega‘skan o‘leh S‘impson, c‘orporate c‘rime is a t‘ype of w‘hite-collar 
crime. Pandang‘an ini t‘idak m‘emberi a‘rti t‘entang k‘ejahatan k‘orporasi t‘etapi 
m‘enjadi b‘agian p‘enting d‘alam m‘embahas k‘ejahatan y‘ang d‘ilakukan oleh 
k‘orporasi. B‘ahwa k‘ejahatan korpora‘si d‘apat t‘erjadi s‘ecara b‘ersamaan d‘engan 
k‘ejahatan y‘ang d‘ilakukan o‘leh o‘rang-orang y‘ang m‘enyalahgunakan 
j‘abatannya. Dengan k‘ata l‘ain, k‘etika t‘erjadi k‘ejahatan k‘asus s‘eperti itu m‘aka 
terselip adanya kejahatan korporasi. Kemajuan di era ini, seiring dengan 
maraknya white-collar crime sehingga kemajuan usaha korporasi tetap 
memerlukan pengawasan yang baik, karena  tid ‘ak    s‘elamanya    m‘emberikan 
d‘ampak   y‘ang   p‘ositif   b‘agi   s‘uatu   n‘egara. (Rininta & Hartanto, 2021, p.115) 

 
1. Korporasi sebagai Penyebab tindak Pidana Lingkungan Hidup 

Korporasi pada saat ini termasuk sebagai subyek hukum berbentuk PT, 
sebagai entitas fiksi (artificial person) yang disamakan dengan persoon. 
(Khairandy,R, 2014,p.625). Kejahatan korporasi dilihat dari bentuk subyek serta 
motif, dapat dikualifikasikan white-collar crime dan merupakan tindak pidana 
atau kejahatan yang terorganisir. Tidak hanya itu, kejahatan korporasi juga 
merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan berorientasi pada financial 
gain.(Braithwaite, 1984) Korporasi dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak 
pidana menggunakan pedoman pada kegiatan pelaksanaan tugas atau 
pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Korporasi bisa dikaitkan sebagai pelaku 
jikalau memang terbukti melakukan Tindakan yang menyalahi aturan demi 
kepentingan dan tercapainya tujuan suatu organisasi, dan termasuk juga dalam 
hal menyangkut karyawan dalam  perusahaan yang secara nyata melakukan 
tindakan bersangkutan yang melakukannya atas keinginan sendiri serta 
bertentangan dengan aturan yang diberikan.(Simpson,S, 2005, p.6) 



Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) 
Vol. 2, No. 3, 2023 : 203 - 216 

  209 
 

Untuk bisa men‘etapkan s‘uatu k‘orporasi tersebut s‘ebagai p‘elaku t‘indak 
p‘idana, d‘apat d‘ilihat d‘ari hak atau kewenangan y‘ang a‘da p‘ada b‘adan h‘ukum 
tersebut. K‘orporasi s‘ecara n‘yata m‘empunyai k‘ewenangan u‘ntuk m‘engatur, 
m‘enguasai, dan m‘emerintah piha‘k y‘ang dalam kenyataan dapat melakukan 
tindak pidana. Dal‘am men‘gelola terkait lingkungan hid‘up, b‘adan huk‘um/ 
korporasi bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan-kebijakan/ langkah  
yang harus ditempuh, ialah: 

a. Menyusun secara sistematis ke‘bijakan di bid‘ang lingk‘ungan; 
b. Menyusun urutan str‘uktur organisas‘i ya‘ng lay‘ak serta men‘etapkan s‘iapa 

ya‘ng bertan‘ggung jaw‘ab atas pe‘laksanaan kebi‘jakan lin‘gkungan terse‘but 
c. Menyusun instru‘ksi atau atu‘ran-aturan in‘ternal b‘agi pelak‘sanaan 

ak‘tivitas-aktivitas ya‘ng men‘gga‘ngu lingk‘un‘gan, dimana perlu 
diperhatikan juga ba‘hwa pegawai-pe‘gawai perus‘ahaan me‘ngetahui dan 
mema‘hami arahan-arahan yang dijalankan oleh  peru‘sahaan ya‘ng 
bersang‘kutan 

d. Pembiayaan atau penganggaran biaya-biaya pelaksanaan kebijakan 
dalam pengelolaan lingkungan. (Saija, V.J.E, 2014, p.79) 
 
Jik‘a terh‘adap kew‘ajiban-‘kewajiban di ‘atas ba‘dan hukum‘ atau korp‘orasi 

tid‘ak atau kur‘ang memfu‘ngsikan den‘gan b‘aik, hal ini bisa me‘njadi alas‘an untuk 
mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya atau kurang kerja keras 
(hati-hati) dala‘m me‘n‘cegah atau me‘ngawasi kem‘ungki‘nan ya‘ng dil‘ak‘ukan 
tersebut merupakan tindakan terlarang. Supaya suat‘u badan huk‘um terse‘but 
bisa dite‘tapkan seba‘gai pel‘aku tind‘ak pida‘na lingkun‘gan, perlu memperhatikan 
beberapa hal, yaitu: 

a. Apa‘kah kas‘us terseb‘ut berk‘aitan dengan tin‘dak pida‘na di‘mana 
gan‘gguan terh‘adap kepe‘ntingan y‘ang dili‘ndungi din‘yatakan se‘bagai 
tin‘dak pida‘na 

b. No‘rma-norma ma‘na yang berk‘aitan de‘ngan per‘ilaku yang 
meng‘gangu ling‘kungan 

c. Bag‘aimana sif‘at, struk‘tur, dan bidang k‘erja yang be‘rasal dari bad‘an 
hu‘kum tes‘ebut. (Krismen, Y.,2019, p.210) 
 

Mer‘ujuk pa‘da ur‘aian ter‘sebut, m‘aka dari itu sec‘ara ko‘ntekstual, tin‘dak 
pida‘na lingk‘ungan hid‘up meru‘pakan su‘atu perbu‘atan ya‘ng di‘larang dal‘am 
und‘ang-unda‘ng lingk‘ungan hidup ata‘u per‘aturan l‘ain ya‘ng ter‘kait de‘ngan itu, 
yang mana pelanggaran atas larangan tersebut diancam dengan pidana oleh 
bada‘n ya‘ng be‘rhak. Dal‘am h‘al in‘i, Rahm‘adi kem‘udian m‘enegaskan bah‘wa 
perbuatan pidana lingkungan hidup adalah perintah dan larangan undang-
un‘dang kepad‘a su‘bjek hu‘kum y‘ang ji‘ka dila‘nggar ‘akan di‘kenai sa‘nksi pi‘dana, 
hal ini unt‘uk melin‘dungi lin‘gkungan hi‘dup. 

 
2. Korp‘orasi Se‘bagai Pel‘aku Tin‘dak Pid‘ana Lingk‘ungan H‘idup 

Rhiti menyatakan tang‘gung jaw‘ab mu‘tlak (str‘ict liabi‘lity) adala‘h sebua‘h       
perta‘nggungjawaban yang su‘dah  l‘ama  d‘ikenal  dala‘m huk‘um perd‘ata.  Pa‘da 
sist‘em    commo‘n  la‘w aw‘alnya berkemb‘ang d‘ari  kasu‘s  Ryl‘ands   vs   Fletcher   
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di negara  Inggris pada 1868. Doktrin tan‘ggung jaw‘ab  mu‘tlak mengalami 
perkembangan untuk diterapkan diberbagai sistem hukum negara-negara lain, 
dan juga di Indonesia, terkhusus pada perkara lingkungan hidup. (Rhiti,H., 2015, 
p.28)  Dalam UU Cipta Kerja, pasal tersebut dirubah sehingga bunyinya: “Set ‘iap 
oran‘g y‘ang t‘indakannya, u‘sahanya, dan/atau k‘egiatannya m‘enggunakan B3, 
m‘enghasilkan dan/atau mengelol‘a l‘imbah B3, dan/atau yang menimbulkan 
ancaman seri‘us t‘erhadap l‘ingkungan h‘idup b‘ertanggung j‘awab m‘utlak a‘tas 
k‘erugian y‘ang t‘erjadi d‘ari u‘saha dan/atau k‘egiatannya”. K‘alimat y‘ang h‘ilang 
adalah “t‘anpa p‘erlu p‘embuktian u‘nsur k‘esalahan”, maka akibatnya penggugat 
yang menuntuntut ganti kerugian kepada perusakan lingkungan harus terlebih 
dahulu membuktikan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan tersebut 
bersumber dari usaha dan/atau kegiatan pihak tergugat. (Ardiansyah,F., 2020, 
p.19) Maka perubahan ini telah menghapuskan strict liability dan menjadi 
kendala orang/ kelompok orang yang merasa lingkungannya tercemar. 

Pengertian korporasi menurut Peraturan MA RI Nomor 13 Ta‘hun 2016 
t‘entang T‘ata C‘ara P‘enanganan P‘erkara T‘indak P‘idana o‘leh K‘orporasi a‘dalah 
s‘ekumpulan o‘rang dan/atau k‘ekayaan y‘ang t‘erorganisir, b‘aik b‘adan h‘ukum 
a‘tau b‘ukan b‘adan h‘ukum. K‘orporasi m‘erupakan s‘alah s‘atu subj‘ek h‘ukum y‘ang 
d‘iatur d‘alam U‘ndang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 te‘ntang P‘erlindungan dan 
P‘engelolaan L‘ingkungan H‘idup (UU PPLH). A‘rtinya b‘ahwa k‘orporasi d‘iakui 
s‘ebagai s‘ubjek t‘indak p‘idana l‘ingkungan h‘idup m‘engingat U‘ndang-undang 
ters‘ebut m‘engatur k‘etentuan p‘idana t‘erkait l‘ingkungan h‘idup. T‘erkait h‘al ini, 
s‘ecara t‘eoritis d‘iketahui ada dua motif k‘ejahatan k‘orporasi, yaitu: 

a. Tuj‘uan k‘orporasi u‘ntuk m‘emperoleh k‘euntungan y‘ang semaksimal 
mungkin yang diwujudkan pada karakteristik individual;  

b. Munculnya kontra‘diksi, tujuan k‘orporasi dengan k‘ebutuhan para 
pesain‘g, n‘egara, m‘asyarakat, p‘ekerja, dan konsumen.(Wulandari,S., 
2017) 
Beb‘erapa c‘ontoh t‘indak p‘idana di lingkungan hidup yang melibatkan 

korporasi adalah kasus pencemaran lingkungan di Ran‘caekek dan k‘asus l‘umpur 
l‘apindo. K‘asus p‘encemaran l‘ingkungan di R‘ancaekek b‘erawal s‘ejak t‘ahun 2015, 
munculnya gugatan Walhi Jabar, Paweling, serta LBH Bandung terhadap SK 
Bupati Sumedang tahun 2014, dengan permasalahan pembuangan limbah cair 
beracun dan berbahaya dari sektor industri, yang diduga dilakukan oleh pabrik 
tekstil yang berada di sekitar Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek. (Iqbal,D, 
2015). 

LSM ling‘kungan h‘idup G‘reenpeace menyimpulkan bahwa k‘erugian 
e‘konomi a‘kibat p‘encemaran l‘imbah ini m‘encapai Rp 11,4 t‘riliun, d‘imana 
t‘ermasuk k‘erugian s‘ektor p‘ertanian, p‘erkebunan, p‘eternakan, p‘erikanan, 
k‘esehatan, k‘erugian k‘arena k‘ehilangan jasa air, p‘enurunan k‘ualitas u‘dara, 
k‘ehilangan p‘endapatan, dan e‘stimasi biaya r‘emediasi l‘ahan t‘ercemar.( 
Amrani,H, et.al, 2017, p.30) 

L‘aporan ya‘ng d‘idasarkan a‘tas s‘tudi di 4 d‘e‘sa y‘ang t‘erdampak 
p‘embuangan l‘imbah t‘ersebut m‘enguak b‘ahwa k‘erugian p‘ada s‘ektor p‘ertanian 
m‘encapai Rp 841.741.893.000. Dari s‘ektor p‘erkebunan, k‘erugian m‘encapai Rp 
812.184.000, d‘ihitung dari n‘ilai p‘roduktivitas p‘erkebunan dan b‘iaya y‘ang harus 
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d‘ikeluarkan p‘etani u‘ntuk p‘upuk dan l‘ainnya. S‘ementara itu, s‘ektor p‘erikanan 
m‘engalami k‘erugian b‘esar s‘ebab p‘roduktivitas t‘urun 100 p‘ersen k‘arena air 
s‘ungai y‘ang t‘ercemar m‘enyebabkan p‘embudidaya ikan tak bisa beroperasi. 
Ji‘kapun a‘da yang masih m‘embudidayakan, ikan p‘roduksi ‘tak layak konsumsi. 
Ker‘ugian dari sek‘tor p‘erikanan ini d‘itaksir m‘encapai Rp10.525.500. Lebih lanjut, 
Greenpeace menyatakan tentang kerugian kesehatan yang dialami masyarakat, 
yaitu  warga menderita gatal-gatal dan penyakit kulit. Ji‘ka d‘ihitung s‘ecara 
finansia‘l, upaya w‘arga untuk me‘ndapatkan k‘embali k‘esehatan m‘encapai 
Rp815.070.500.400. Pembuangan limbah di Sun‘gai C‘ikijing yang sebena‘rnya 
menjadi sumber air  warga, kemudian tercemar dan air tidak bisa dimanfaatkan. 
Kerugian hil‘angnya jasa air ditaksir mencapai angka Rp288.929.984.400. 
Masyarakat juga mengalami ke‘hilangan penda‘patan akibat mata 
pencahar‘iannya terg‘anggu, ditaksir mencapai Rp7.341.674.036. 

P‘emkab Sum‘edang dinilai lalai/be‘rsalah atas sur‘at keputusan 
memberi‘kan iz‘in pembua‘ngan limb‘ah cair (IPLC) ke Su‘ngai Ciki‘jing ke‘pada 
tig‘a p‘abrik bes‘ar yakni PT Ktx, PT Five STI dan PT Insan SI. KM. Hakim PTUN 
Nelvi C, me‘nyatakan t‘iga s‘urat i‘zin P‘embuangan L‘imbah C‘air (IPLC) P‘emkab 
S‘umedang u‘ntuk PT Ktx, PT Five STI dan PT I ‘nsan SI h‘arus s‘egera d‘icabut. 
Apabila Pemkab Sumedang dan ketiga pabrik tersebut melanggar keputusan 
ters‘ebut, m‘ereka bisa lang‘sung dijer‘at delik pidana.(Muttaqin, 2016) 

Suta‘n R‘emy S‘jahdeini b‘erpendapat, p‘erlunya d‘iterapkan k‘onsep b‘ahwa 
pengurus dan k‘orporasi k‘eduanya s‘ekaligus s‘ebagai p‘elaku t‘indak p‘idana dan 
ked‘uanya p‘ula y‘ang h‘arus m‘emikul p‘ertanggungjawaban p‘idana d‘alam t‘indak 
p‘idana k‘orporasi, yang d‘idasarkan hal-h‘al s‘ebagai b‘erikut: (Sjahdeni, S.S.R, 
dalam Manullang, H. 2020, p.54-55) 

a. Pertanggungjawaban pidana apabila hanya dibebankan pengurus maka 
menjadi tidak adil bagi masyarakat yang mengalami kerugian,  karena ini 
berarti dianggap pengurus dalam melakukan perbuatannya itu tidak atas 
nama korporasi, padahal maksudnya untuk keuntungan atau 
penghindaran kerugian keuangan korporasi. 

b. Apabila pertanggungjawaban pidana hanya pada korporasinya, 
sedangkan pengurus tidak wajib bertanggungjawab, maka cara ini 
menimbulkan potensi/celah pengurus mengalihkan 
pertanggungjawaban. Dengan maksud lain, pengurus bisa selalu 
berlindung di balik korporasi (badan hukum), untuk menghindar dari 
tanggung jawab, sebenarnya perbuatan tersebut bukan merupakan 
perbuatan pribadi/kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan 
untuk kepentingan korporasi. 

c. Pembeb‘anan p‘ertanggungjawaban p‘idana k‘epada k‘orporasi k‘emungkin 
s‘ecara tidak l‘angsung (doctrine of vicrious liability), p‘ertanggungjawaban 
a‘tas t‘indak p‘idana y‘ang d‘ilakukan o‘leh s‘eseorang y‘ang d‘ibebankan 
k‘epada p‘ihak l‘ain, d‘alam hal p‘ertanggungjawaban p‘idana, k‘orporasi 
dialih‘kan p‘ertanggungjawaban p‘idananya k‘epada k‘orporasi. Kewajiban 
pertanggung jawaban secara pidana pada korporasi memungkinkan 
dilakukan secara vicarius karena korporasi/badan usaha tidak dapat 
melakukan perbuatan hukum sendiri. Artinya, segala perbuatan hukum 
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yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun 
yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh unsur manusia yaitu 
pengurus korporasi. 

Barda Nawawi Arief, menyetakan jenis pidana kepada korporasi: 
a. Financial Sanction (denda, peningkatan beban pajak, dsb) 
b. Structural Sanctions  
c. Restriction Entrepreneurialactivities (pembatasan kegiatan, 

pembubaran korporasi) 
d. Stigmatising Sanctions  
e. Mengingat korporasi atau perusahaan adalah “good will” maka 

selaras dengan Brickey yang berpendapat bahwa: “…pengumuman 
keputusan hakim (publikasi), merupakan sanksi yang dikhawatirkan 
setiap korporasi…” hal ini akan menimbulkan efek jera, apalagi jika 
korporasi ini bermitra dengan korporasi internasional. (Arief, B.N., 
2005, p.15) 

Pada Januari 2020, ada terobosan oleh Kementerian Lingkungan (KLHK) 
yang melakukan penahanan terhadap Direktur Utama PT.NTS di Bekasi 
berinisial NS yang diduga melakukan pencemaran dan akan dikenakan sanksi 
tambahan pemulihan lingkungan yang tercemar akibat limbah B3 (bahan 
berbahaya, beracun) (KLHK,2020); hal ini penulis anggap sebagai terobosan 
sebab meskipun korporasi telah disebut sebagai subyek hukum, namun 
umumnya yang mendapat hukuman pidana adalah korporasinya; terkait 
penjatuhan pidana dalam pencemaran lingkungan apakah yang dipidana 
pengurus korporasi (misal direktur) atau korporasinya masih menjadi 
perdebatan di Indonesia, salah satunya karena anggapan jika hanya direkturnya 
yang dipidana maka korporasinya menjadi tetap berpotensi 
merusak/melanggar, sedangkan jika korporasi saja maka secara subyek hukum 
(orang/natural person) tidak mendapat efek jera, sedangkan jika dua-duanya 
menimbulkan keraguan apakah berarti terjadi pemidanaan terhadap 2 (dua) 
subyek hukum yang berbeda antara orang dan korporasi. Terdakwa NS telah 
mengajukan praperadilan ke PN Jakpus namun ditolak, kemudian Putusan PN 
… atas perkara ini terdakwa dijatuhi vonis percobaan satu tahun, dan apabila 
pidana denda 150.000.000,- tidak dibayar, maka diganti kurungan satu tahun. 
Realita kita adalah di Indonesia masih kekurangan sumber daya untuk mengolah 
limbah medis yang termasuk dalam limbah B3, hal ini diakui oleh KLHK.(IPB, 
2020,p.1) 

Walau pada dasarnya korporasi telat memiliki regulasi tentang 
pengelolaan lingkungan yang pada dasarnya sudah menjadi upaya 
pengurangan pencemaran, namun tidak semua korporasi melakukan hal 
tersebut, dikarenakan memakan biaya yang berlebih dan membutuhkan banyak 
sumber tenaga , yang bisa dianggap hanya sebagai pengeluaran yang tidak 
harus. Sehingga korporasi terkadang enggan melakukan atau melaksanakan 
regulasi tersebut. Sangat disayangkan akan minimnya kesadaran bahaya akibat 
pencemaran lingkungan yang korporasi tidak tanggapi. Pencemaran di satu 
daerah akan berdampak ke daerah yang lain lagi dan itu bersifat saling 
berhubungan antara satu dengan yang lain. Maka kerugian yang dirasakan 
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bukan hanya pada satu daerah saja namun di beberapa daerah dengan total nilai 
yang fantastis, tidak dipungkiri juga kehidupan masyarakat sekitar juga 
terancam akibat pencemaran tersebut, mata pencaharian hilang, sumber daya 
alam tercemar , lalu terjadi krisis pada daerah tersebut akibat pencemaran yang 
terjadi. Dan itu sudah menjadi masalah yang sangat serius karena sumber daya 
alam sudah tercemar akan rusak/ tidak ada lagi yang bisa di hasilkan. 
Lingkungan hidup dapat mempengaruhi banyak aspek dalam keberlangsungan 
kehidupan manusia. Semoga kedepannya, pihak - pihak korporasi lebih sadar 
akan pentingnya keberlangsungan pembangunan secara komprehensif bukan 
sebatas mengejar profit.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang besar bagi 
keberlangsungan kehidupan manusia. Lingkungan hidup sendiri merupakan 
sumber kehidupan dari manusia. Lingkungan yang tercemar akan merugikan 
keberlangsungan hidup manusia, atau menurunkan kualitas kesehatan. Maka 
sistem peradilan pidana, secara khsusus segenap penegak hukumnya (SDM) 
diharapkan dapat pro aktif menjaga lingkungan hidup. Korporasi harus taat dan 
teliti serta menganggap hal ini serius tentang regulasi pengelolaan lingkungan 
hidup di sekitarnya. Dan kedepannya juga harus ada sanksi yang tegas (posotivis) 
terhadap pencemar lingkungan terutama akibat kejahatan korporasi dan 
mencakup semua pihak yang terlibat dalam korporasi, tentunya agar memberikan 
efek jera. Negara lebih tegas dalam menindak lanjuti kejahatan korporasi dalam 
pencemaran lingkungan hidup, seperti terobosan oleh Kementerian Lingkungan 
(KLHK) yang melakukan penahanan terhadap Direktur Utama PT.NTS di Bekasi. 
Sebagai penutup UU Cipta kerja yang seolah menganut sistem pembuktian 
perkara perdata, dikhawatirkan mempersulit pembuktian perkara pencemaran 
lingkungan dan disisi lain kurang menimbulkan efek jera. 

  
PENELITIAN LANJUTAN 

Keterbatasan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan 
penelitian lebih lanjut pada tataran pelaksanaan hukum di masyarakat secara 
khusus tentang sumber daya manusia penegak hukum dalam perosalan hukum 
lingkungan, mengingat berbagai laporan/ penelitian menunjukkan data bahwa 
lingkungan hidup kita semakin rusak karena berbagai korporasi yang tidak pro 
terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. 
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